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Abstract 

 The Mobile Electronic Licensing Management Information System (SIMOLEK) has been implemented 

at the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) of Pekanbaru City. This study aimed 

to assess the extent to which SIMOLEK has been implemented in accordance with the applicable regulations and 

to identify the challenges encountered during its execution. The research employed a descriptive quantitative 

method. The population included the Head of DPMPTSP, licensing and non-licensing service officers, and 

members of the public using SIMOLEK. Sampling techniques used were purposive sampling and accidental 

sampling. Both primary and secondary data were collected through questionnaires, interviews, observations, and 

documentation. The data were analyzed descriptively using a Likert scale. The study referred to Pekanbaru Mayor 

Regulation No. 117 of 2017 on SIMOLEK service procedures and standards, as well as Mayor Regulation No. 

118 of 2017 on the delegation of authority in licensing and non-licensing services. The results showed that the 

implementation of SIMOLEK was categorized as Moderately Implemented, with challenges such as lack of public 

outreach, low digital literacy, and inadequate network infrastructure. 

Keywords: Implementation, SIMOLEK, Licensing Services, DPMPTSP Pekanbaru City. 

 

Abstrak 

 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik (SIMOLEK) telah 

diterapkan di DPMPTSP Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem 

SIMOLEK dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam 

penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian meliputi 

Kepala Dinas DPMPTSP, petugas layanan perizinan dan nonperizinan, serta masyarakat pengguna 

SIMOLEK. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan accidental sampling. 

Data primer dan sekunder diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan skala Likert. Penelitian ini mengacu pada Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 tentang prosedur dan standar layanan SIMOLEK, serta 

Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang layanan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMOLEK termasuk dalam kategori Cukup 

Terimplementasi dengan beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi teknologi 

masyarakat, serta belum optimalnya infrastruktur jaringan. 

Kata kunci: Implementasi, SIMOLEK, Layanan Perizinan, DPMPTSP Kota Pekanbaru. 

 

Pendahuluan 

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi di 

Indonesia. Hal ini selaras dengan arahan pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan 

publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam berbagai kebijakan nasional, seperti 
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yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE), dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan 

strategi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam 

aspek pelayanan perizinan. Perizinan digital dinilai sebagai salah satu indikator utama dalam 

mengukur kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) serta efektivitas investasi di daerah. 

Idealnya, sistem perizinan berbasis digital dirancang untuk memangkas jalur birokrasi yang 

panjang, mengurangi interaksi tatap muka yang rawan terhadap praktik pungutan liar, serta 

memberikan kepastian terkait waktu dan biaya layanan. Platform perizinan digital juga 

seharusnya mengedepankan prinsip kemudahan penggunaan (user-friendly), efisiensi, 

keterpaduan lintas instansi, serta aksesibilitas yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat 

tanpa diskriminasi. 

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota 

Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

mengembangkan dan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile 

Elektronik (SIMOLEK). Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam 

melakukan pengurusan izin secara daring, sehingga mereka tidak perlu lagi datang langsung 

ke kantor pelayanan. SIMOLEK menyediakan berbagai fitur utama, seperti registrasi 

permohonan, pelacakan status izin, informasi tahapan prosedural, hingga kanal pengaduan 

dan layanan pelanggan. Aplikasi ini mencakup 38 jenis layanan perizinan dari berbagai sektor 

strategis, yang diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. 

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SIMOLEK menghadapi berbagai kendala, baik 

dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun penerimaan masyarakat. Permasalahan yang 

sering muncul di antaranya adalah rendahnya literasi digital masyarakat dalam memahami 

alur layanan SIMOLEK, kompleksitas prosedur pengajuan izin, ketidaksesuaian dokumen 

yang tidak direspons secara jelas oleh sistem, hingga sistem notifikasi yang belum optimal. 

Di sisi lain, kesiapan SDM pelaksana layanan pun masih menjadi tantangan, mengingat 

belum semua petugas memahami teknis aplikasi secara menyeluruh. Selain itu, sinergi 

antarinstansi dalam pemrosesan izin digital juga belum sepenuhnya terintegrasi. Kegiatan 

sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan SIMOLEK juga masih terbatas, sehingga 

banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya manfaat serta prosedur penggunaannya. 

Melihat berbagai fenomena tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam 

implementasi kebijakan perizinan digital melalui aplikasi SIMOLEK oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Fokus penelitian ini diarahkan 

pada bagaimana implementasi kebijakan ini dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta 

faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas layanan perizinan digital. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru? dan (2) Faktor-faktor 

apa saja yang menghambat implementasi kebijakan tersebut? Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui implementasi SIMOLEK dalam pelayanan perizinan serta 

mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya di 

lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 
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Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi 

 Administrasi dalam konteks implementasi kebijakan publik tidak sekadar dipahami 

sebagai tata usaha atau dokumentasi teknis, melainkan sebagai suatu bentuk kolaborasi yang 

terorganisir dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Silalahi (2010), 

administrasi mencerminkan kerja sama antarmanusia yang terstruktur berdasarkan 

pembagian tugas. Dalam implementasi SIMOLEK, fungsi administrasi menjadi penting 

sebagai fondasi tata kelola sistem digital, baik dari aspek manajemen berkas perizinan hingga 

alur pelayanan yang efisien.. 

Konsep Organisasi 

 Organisasi publik seperti DPMPTSP merupakan entitas sosial yang dibentuk untuk 

mencapai tujuan pelayanan kepada masyarakat. Robbins (dalam Sopiah, 2008) menyatakan 

bahwa organisasi adalah sistem yang dikoordinasikan secara sadar dan memiliki struktur 

yang memungkinkan peran tiap aktor terdistribusi secara jelas. Relevansi konsep ini dalam 

implementasi SIMOLEK tampak pada struktur DPMPTSP yang dituntut untuk adaptif 

terhadap teknologi dan mampu membangun sinergi antar bagian, mulai dari front office 

hingga pengelola sistem aplikasi. 

Konsep  Manajemen 

 Dalam sistem pelayanan berbasis digital, manajemen memainkan peranan penting 

untuk memastikan alur kerja berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. George R. Terry 

dan Rue (2010) mendefinisikan manajemen sebagai proses sistematik yang mencakup 

perencanaan hingga pengawasan. Dalam konteks SIMOLEK, pengelolaan aplikasi ini 

menuntut adanya sistem manajerial yang efisien—terutama dalam distribusi tugas, 

pembinaan sumber daya manusia, dan pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas layanan 

digital. 

Konsep  Kebijakan Publik 

 Kebijakan publik adalah dasar hukum yang menjadi acuan implementasi berbagai 

program pemerintahan, termasuk sistem SIMOLEK. Menurut Dunn (dalam Ali, 2007), 

kebijakan publik memuat arah strategis dan prinsip jangka panjang yang menjadi fondasi 

bagi tindakan organisasi publik. Dalam hal ini, keberadaan SIMOLEK adalah implementasi 

dari kebijakan nasional terkait digitalisasi perizinan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam 

praktik lokal oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru. 

Konsep  Pelayanan Publik 

 UU No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada 

pemenuhan hak-hak dasar warga negara atas layanan pemerintah. Dalam konteks penelitian 

ini, SIMOLEK hadir sebagai bentuk transformasi pelayanan publik yang mengutamakan 

kemudahan, keterjangkauan, dan akuntabilitas. Pelayanan digital berbasis aplikasi seperti 

SIMOLEK merepresentasikan upaya DPMPTSP dalam memberikan akses cepat terhadap 38 

jenis layanan perizinan secara mobile. 
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Konsep Implementasi 

 Implementasi kebijakan adalah proses krusial yang menjembatani antara keputusan 

politik dan realisasi praktisnya di lapangan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008) 

menekankan bahwa implementasi melibatkan banyak faktor teknis dan sosial yang harus 

diharmonisasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Van Meter dan Van Horn yang 

menekankan enam variabel penting, yaitu kejelasan tujuan, sumber daya, karakteristik 

pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi, dan kondisi eksternal. Keenam faktor tersebut 

menjadi alat analisis utama untuk mengkaji sejauh mana SIMOLEK diimplementasikan 

secara efektif oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru. 

 Dalam konteks lokal, SIMOLEK sebagai aplikasi digital perizinan tentu menghadapi 

tantangan dalam hal adaptasi teknologi oleh pegawai, pemahaman masyarakat pengguna, 

hingga keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pemilihan teori Van Meter dan Van Horn 

dirasa relevan karena mampu memetakan faktor-faktor keberhasilan maupun hambatan 

implementasi dengan pendekatan yang komprehensif. 

Metode 

 Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei 

deskriptif untuk menggambarkan implementasi SIMOLEK di DPMPTSP Kota Pekanbaru. 

Data dikumpulkan dari dua kelompok, yaitu pegawai instansi yang terlibat langsung dan 

masyarakat pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling untuk pegawai dan accidental sampling untuk masyarakat. Sumber data meliputi 

data primer yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta 

data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara kuantitatif-

deskriptif dan diinterpretasikan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Van 

Meter dan Van Horn. 

Hasil dan Pembahasan 

 Implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn, yaitu: standar & 

sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, 

komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. 

Tabel  Rekapitulasi Tanggapan Pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru terhadap Implementasi 

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik 

No. Item Penilaian 

Kategori Penilaian 

Jumlah 

T CT KT 

1 
Standar dan Sasaran 

kebijakan 

4 

(50%) 

2 

(25%) 

2 

(25%) 

8 

(100%) 
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2 Sumber Daya 
2 

(25%) 

6 

(75%) 
- 

8 

(100%) 

3 
Karakteristik Agen 

Pelaksana 

5 

(62,5%) 

2 

(25%) 

1 

(12,5%) 

8 

(100%) 

4 
Disposisi atau Sikap 

Pelaksana 

3,5 

(43,75%) 

3,5 

(43,75%) 

1 

(12,5%) 

8 

(100%) 

5 
Komunikasi Antar 

Organisasi 

2,5 

(31,25%) 

4,5 

(56,25%) 

1 

(12,5%) 

8 

(100%) 

6 

Lingkungan 

Ekonomi, Sosial dan 

Politik 

4,5 

(56,25%) 

2,5 

(31,25%) 

1 

(12,5%) 

8 

(100%) 

Jumlah 21,5 20,5 6 48 

Rata-rata 3,58 3,42 1 8 

Persentase 44,79% 42,71% 12,5% 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2025 

Tabel Rekapitulasi Hasil Tanggapan Masyarakat terhadap Implementasi Sistem Informasi 

Manajemen Perizinan Mobile Elektronik 

NO Item Penilaian 

Kategori Penilaian 

Jumlah 

T CT KT 

1 
Standar dan Sasaran 

kebijakan 

9,5 

(31,67%) 

14 

(46,67%) 

6,5 

(21,67%) 

30 

(100%) 

2 Sumber Daya 
10,5 

(35%) 

13,5 

(45%) 

6 

(20%) 

30 

(100%) 
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3 
Karakteristik Agen 

Pelaksana 

10 

(33,33%) 

14 

(46,67%) 

6 

(20%) 

30 

(100%) 

4 
Disposisi atau Sikap 

Pelaksana 

6 

(20%) 

15,5 

(51,67%) 

8,5 

(28,33%) 

30 

(100%) 

5 
Komunikasi Antar 

Organisasi 

5 

(16,67%) 

12 

(40%) 

13 

(43,33%) 

30 

(100%) 

6 

Lingkungan 

Ekonomi, Sosial dan 

Politik 

14 

(46,67%) 

13 

(43,33%) 

3 

(10%) 

30 

(100%) 

Jumlah 55 55 43 180 

Rata-rata 9,17 13,67 7,17 30 

Persentase 30,56% 45,56% 23,89% 100% 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2025 

 Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian dari responden pegawai dan masyarakat 

terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik 

(SIMOLEK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Pekanbaru, diperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan publik digital 

tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan enam indikator implementasi kebijakan dari 

model Van Meter dan Van Horn, yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber 

daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, komunikasi antar 

organisasi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil gabungan ini 

menunjukkan bagaimana sistem SIMOLEK telah diterima, dijalankan, serta dirasakan 

manfaat dan kendalanya oleh dua pihak utama: pelaksana dan pengguna layanan. 

 Pada indikator standar dan sasaran kebijakan, baik pegawai maupun masyarakat 

menilai bahwa arah kebijakan dan prosedur pelayanan SIMOLEK sudah cukup jelas dan 

dipahami. Para pelaksana umumnya menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tujuan 

sistem, sedangkan dari sisi masyarakat, meskipun sebagian telah memahami, namun masih 

diperlukan penguatan sosialisasi agar tujuan kebijakan lebih merata dipahami di seluruh 

lapisan pengguna layanan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan telah terimplementasi, tetapi 

efektivitas penyampaian informasinya perlu ditingkatkan. 

 Untuk indikator sumber daya, mayoritas pelaksana menyatakan bahwa sarana, 

prasarana, serta kapasitas personal telah mendukung pelaksanaan SIMOLEK. Namun, dari 

sisi masyarakat, masih ditemukan keterbatasan dalam hal literasi digital dan ketersediaan 
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pendampingan teknis, terutama bagi pengguna yang kurang familiar dengan teknologi. 

Artinya, sumber daya sebenarnya telah tersedia secara fungsional, tetapi belum sepenuhnya 

dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua kalangan. 

 Dalam hal karakteristik agen pelaksana, para petugas SIMOLEK dinilai cukup 

profesional, memahami tugasnya, dan menunjukkan etika pelayanan yang baik, baik 

menurut penilaian internal pegawai maupun masyarakat. Meski demikian, tetap dibutuhkan 

evaluasi dan peningkatan kompetensi secara berkala agar kualitas pelayanan publik berbasis 

digital ini bisa terjaga secara berkelanjutan, seiring meningkatnya tuntutan dan dinamika 

pelayanan online. 

 Pada indikator disposisi atau sikap pelaksana, responden dari kedua kelompok 

memberikan tanggapan positif terhadap sikap kerja pelaksana yang dinilai konsisten, ramah, 

dan berkomitmen dalam menjalankan tugas. Namun, di sisi lain, masih terdapat keluhan 

terkait kecepatan dan responsivitas dalam menangani kendala teknis atau permintaan 

informasi, yang menjadi catatan penting untuk perbaikan sistem pelayanan ke depan. 

 Indikator komunikasi antar organisasi pelaksana masih menjadi salah satu aspek yang 

perlu diperbaiki. Pegawai menilai koordinasi antar unit sudah berjalan cukup baik, tetapi 

masyarakat masih merasakan adanya perbedaan informasi atau ketidaksesuaian antara 

prosedur yang dijelaskan dan praktik di lapangan. Ini menandakan bahwa komunikasi 

internal dan eksternal belum sepenuhnya optimal, sehingga alur informasi perlu diperjelas 

dan diseragamkan agar tidak membingungkan masyarakat. 

 Terakhir, pada indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, pelaksanaan 

SIMOLEK mendapat dukungan yang relatif positif dari masyarakat dan pemerintah daerah. 

Namun, penerimaan kebijakan ini belum merata di semua segmen masyarakat, terutama bagi 

kelompok yang belum terbiasa dengan layanan digital. Oleh karena itu, meskipun ekosistem 

kebijakan mendukung, perlu adanya strategi peningkatan literasi digital dan perluasan 

jangkauan sosialisasi agar kebijakan ini benar-benar inklusif. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen 

Perizinan Mobile Elektronik (SIMOLEK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa sistem ini berada 

pada kategori “Cukup Terimplementasi”. Artinya, sistem telah dijalankan dan memberikan 

manfaat, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat untuk mencapai 

efektivitas penuh dalam pelayanan publik berbasis digital. Kesimpulan ini diperoleh dari 

pengujian pada enam indikator utama implementasi kebijakan, yaitu: 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan menunjukkan hasil yang positif dan masuk dalam 

kategori Terimplementasi, karena mayoritas pelaksana dan sebagian besar masyarakat 

telah memahami arah kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam SIMOLEK. 

2. Sumber Daya berada pada kategori Cukup Terimplementasi, di mana fasilitas dan 

kompetensi teknis pegawai dinilai sudah cukup baik, namun sebagian masyarakat masih 

menghadapi hambatan dalam penggunaan sistem secara mandiri. 
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3. Karakteristik Agen Pelaksana juga berada pada kategori Terimplementasi, dengan 

petugas yang menunjukkan pemahaman terhadap tugas serta sikap profesional dalam 

melayani masyarakat. 

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana termasuk dalam kategori Cukup Terimplementasi. 

Meskipun komitmen petugas telah terbentuk, respons terhadap hambatan di lapangan 

dinilai belum sepenuhnya optimal. 

5. Komunikasi Antar Organisasi masih berada pada kategori Cukup Terimplementasi, 

disebabkan adanya ketidaksesuaian informasi yang dirasakan oleh masyarakat antara 

penjelasan petugas dan implementasi di lapangan. 

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik turut menunjukkan kategori Cukup 

Terimplementasi, mengingat penerimaan terhadap layanan digital masih belum merata 

di seluruh segmen masyarakat, meskipun dukungan kebijakan daerah telah mulai 

dirasakan. 

 Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa SIMOLEK sudah berada pada 

jalur yang benar dalam proses digitalisasi pelayanan perizinan, namun masih memerlukan 

upaya peningkatan dari aspek pendampingan masyarakat, respons teknis, serta konsistensi 

komunikasi antarlembaga agar dapat diimplementasikan secara lebih menyeluruh dan 

berkelanjutan. 
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